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Abstrak

Perlindungan hukum terhadap saksi serta korban semakin nyata sejak Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Serta Korban
(UUPSK 2006) mengalami perubahan dengan penerbitan Undang-undang
Nomor 31 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi serta Korban (UUPSK
2014). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(UUHAP 1981) telah berorientasi perlindungan hak asasi manusia, namun
lebih banyak berkaitan dengan hak-hak tersangka ataupun terdakwa. Tujuan
penelitian normative empiris yang deskriptif analitis ini ialah mengetahui
sejauhmana kewajiban negara menjamin perlindungan hukum terhadap saksi
serta korban tindak pidana saat tahap penyidikan ditinjau dari aspek hukum
positif selain faktor-faktor penghambatnya. Maka perlindungan terhadap saksi
serta korban butuh diutamakan agar hukum bermartabat dan berkeadilan
karena mencerminkan manfaat bagi keduanya semenjak pelaku jadi tersangka.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, saksi, korban, kewajiban negara

Abstract

Legal protection for witnesses and victims has become more evident since Law
Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (UUPSK
2006) was amended with the issuance of Law Number 31 of 2014 concerning
Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses
and Victims (UUPSK 2014). Law Number 8 of 1981 concerning Criminal
Procedure Law (UUHAP 1981) has been oriented towards protecting human
rights, but is more related to the rights of suspects or defendants. The purpose
of this descriptive analytical empirical normative research is to determine the
extent to which the state's obligation to guarantee legal protection for witnesses
and victims of criminal acts during the investigation stage is reviewed from the
positive legal aspect in addition to the inhibiting factors. Therefore, protection
for witnesses and victims needs to be prioritized so that the law is dignified and
just because it reflects the benefits for both since the perpetrator became a
suspect.
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Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap saksi serta korban tindak pidana harus
memenuhi rasa keadilan serta manusiawi agar supaya bisa dirasakan bagi saksi
serta korban sesuai peraturan berjalan. Lahirnya UUPSK 2006 kemudian
diubah dengan UUPSK 2014 jadi sejarah dimulainya upaya-upaya lebih serius
terhadap perlindungan saksi serta korban di Indonesia (Darmono 2015).
Hukum acara pidana bagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum
mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap saksi serta korban.
Kedudukan korban sebelum pada UUPSK 2006 maupun pada praktik
peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih
bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied) (Laurenscius 2018).
Sebelumnya, perlindungan hukum masih seputar pelaku tindak pidana
sebagaimana pada UUHAP 1981. menganut sistem peradilan pidana
mengutamakan perlindungan HAM bagi tersangka.

Menurut Gosita pada Yulia (2018), korban bermakna, “mereka yang
menderita jasmani serta rohani bagai akibat tindakan orang lain bertentangan
dengan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri ataupun orang lain bertentangan dengan kepentingan
hak asasi menderita”. Bagi Muladi (Muladi serta Arif 2020), korban (Victims)
bermakna, “orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional,
ekonomi ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya fundamental,
melalui perbuatan melanggar hukum pidana dimasing-masing negara,
termasuk penyalah gunaan kekuasaan”. Korban kejahatan tak selalu harus
berupa individu ataupun orang perorangan, tetapi bisa pun berupa kelompok
orang, masyarakat ataupun pun badan hukum (Mansur serta Gultom 2017)..

Karena lebih cenderung bagi peelindungan tersangka, maka tanpa
pidana rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Hukum pidana bagai hukum
publik telah mengatur bahwasanya korban bagai pihak dirugikan pada Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Institusi pemerintahan,

yaitu Kepolisian serta Jaksa, jadi wakil dari korban pada persidangan. Di situ
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telah diatur, proses penyidikan bagi Kepolisian, Penuntutan bagi Kejaksaan
serta Peradilan bagi Pengadilan (Irmawanti serta Arief 2021).

Korban hanya bersifat pasif, ketika laporan ataupun pengaduan sudah
disampaikan bagi kepolisian. Kalaupun korban berperan bagai saksi korban
apabila dipanggil bagi jaksa pada proses persidangan serta korban tinggal
menunggu putusan pengadilan. Karena perlindungan terpenting bagi korban
bermakna ganti-kerugian. penuntut umum tanpa merasa mewakili kepentingan
korban serta bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan
serta hak-hak Seringkali korban diabaikan. Maka Pelanggar hukum pidana,
pada statusnya bagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana, sekarang telah
memperoleh perlindungan hukum cukup, sedangkan korban kejahatan, baik
pada statusnya bagai pelapor, saksi serta pihak dirugikan pada hukum pidana
(korban kejahatan), belum memperoleh perlindungan hukum” (Mulyadi 2020).
Padahal Hukum progresif mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan serta
keadilan (Raharjo 2019)

Penelitian tentang perlindungan saksi dan korban bisa terjadi secara
normative (Fatoni 2015; Irmawanti dan Arief 2021; Kenedi 2020; Laurenscius
2018) mapun empiris (Mansur dan Gultom 2017; Masrurah dan Ridwan 2022;
Maulida dan Tarmizi 2019; Yulian dan Djaja 2023). Peran LPSK juga telah
banyak mendapat sorotan (Hidaya 2023; Natalia 2014). Penelitian ini
bertujuan meneliti secara normative dan empiris tentang perlindungan saksi
dan korban pada wilayah dan daerah yang belum terjangkau LPSK dan
menyerahkan wewenang itu kepada kepolisian, khususnya di Propinsi

Sulawesi Utara.

Metode

Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan guna melihat
kenyataan-kenyataan ada di masyarakat tentang perlindungan terhadap
korban serta saksi bagi aparatur penegak hukum. Metode dipergunakan pada
penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder, dimana data
primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, ditentukan
dari aparat hukum Kepolisian maupun Kejaksaan di salah Satu Kabupaten di

Sulawesi Utara. Bahkan data didapatkan akan disinkronkan dengan data
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akan dapatkan di sejumlah instansi berhubungan dengan saksi serta korban.
Di samping metode penelitian empiris, metode juridis normatif, dimana data-
data ada jadi data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer terdiri dari
peraturan perundangan tentang perlindungan terhadap saksi serta korban, serta
peraturan lain terkait, kemudian bahan hukum sekunder ada pada literatur-
literatur serta tulisan-tulisan dari para ahli berkaitan dengan penelitian ini.
Pada penelitian hukum memang ada anjuran guna melakukan penelitian
bersifat interdisipliner terutama pada kajian terapan (Santoso dkk. 2024).
Hartono (2014) pun telah meyakinkan kombinasi metode penelitian normatif
serta metode sosio legal. tahapannya diawali metode penelitian normatif
kemudian disusul dengan penggunaan metode penelitian empiris. Bahan serta
data penelitian sudah terkumpul diinterpretasikan metode deskriptif yuridis
yaitu dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan
mengkaji asas-asas hukum  menjadi dasar perundang-undangan, serta
pendekatan konseptual yaitu pendekatan konsep-konsep hukum. Guna analisis
kenyataan hukum dengan pendekatan sosio-legal guna menganalisa persoalan

data hukum kenyataan/fakta hukum di lapangan.

Hasil Dan Pembahasan
Kewajiban Negara pada Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) bagi
pemerintah jadi respon positif negara pada mendukung penegakan hukum
pidana serta memberikan perlindungan terhadap saksi serta korban, sesuai
dengan UUPSK 2006 serta 2014 serta prinsip Good Governance mencakup
aturan hukum. Perlindungan terhadap saksi serta korban diberikan
berdasarkan sejumlah asas seperti tercantum pada Pasal 3 UUPSK 2014, yaitu;
“penghargaan atas harkat serta martabat, rasa aman, keadilan, tanpa
diskriminatif, serta kepastian hukum” (RI 2014). Perlindungan saksi serta
korban juga diberikan bagi negara pun pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM bertujuan pada penegakan sebuah aturan berlaku secara universal. Bagi
karenanya dengan menggunakan instrument HAM ini diharapkan bahwasanya
negara bisa menjamin hak-hak dari warga negaranya sehingga bisa

menciptakan suatu cita-cita hukum diamanatkan bagi konstitusi.
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Negara adalah pemegang kewenangan penting dalam hukum (Qamar

dan Rezah 2023). Melalui LPSK mempunyai kewenangan dalam perlindungan
korban dan saksi diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo.
UUPSK 2014. Pasal 12A ayat (1) undang-undang tersebut memberikan
kewenangan bagi LPSK guna melakukan tugas-tugas seperti memperoleh
keterangan dari pemohon serta pihak terkait, memeriksa keterangan serta
dokumen terkait, meminta informasi perkembangan perkara bagi penegak
hukum, serta lain-lain. Tanggung jawab negara melalui (Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia) terhadap korban didasarkan pada Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia 1948 serta Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil serta Politik
1966, meyakinkan bahwasanya “Setiap orang ditahan ataupun ditangkap
secara melawan hukum berhak guna guna memperoleh kompensasi bisa
dilaksanakan." Lebih lanjut, terkait dengan “Deklarasi Keadilan serta Bantuan
bagi Korban”, diharapkan negara mempunyai tanggung jawab guna: “1. Pada
keadaan dimana program asuransi sosial umum tanpa mencukupi, negara
harus menetapkan program kompensasi guna membantu korban, 2.
Kompensasi negara harus diberikan bagi korban guna sementara waktu
sebelum proses pidana selesai, 3. Kompensasi negara harus mencakup
penghargaan finansial atas cedera fisik serta mental, hilangnya pendapatan,
biaya rehabilitasi pemakaman, 4. Dana internasional, seperti Dana Sukarela
PBB guna Korban Penyiksaan, harus diperkuat serta diperluas guna
memberikan kompensasi bagi korban ataupun tanggungan mereka”. Dasar
pemikiran negara memberikan kompensasi bermakna bagai berikut: “I.
Kewajiban negara melindungi warga negaranya. 2. Kemungkinan
ketidakmampuan pelaku guna memberikan kompensasi memadai. 3.
Perspektif hukum sosiologis memandang kejahatan bagai akibat kontribusi
masyarakat terhadap perbuatan salah ataupun bagai produk lingkungan sosial.
4. Prinsip pemberian kompensasi harus menjadi bagian dari prinsip negara-
negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dilaksanakan melalui kebijakan
negara. 5. Pembuat undang-undang mewajibkan pembayaran ganti rugi bagi
korban ditetapkan bagi negara berdasarkan keputusan hukum” (Mansur dan

Gultom 2017) . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo 31 Tahun 2014;
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Pasal 3 Perlindungan Saksi serta Korban didasarkan pada: “a. Menghormati
harkat serta martabat manusia, b. Pemenuhan rasa aman, c. Asas keadilan, d.
Nondiskriminasi, e. Pemberian kepastian hukum” (Masrurah dan Ridwan
2022).

Ketika peneliti melakukan pencarian dasar hukum, Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 pun dinyatakan bahwasanya, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum adil serta perlakuan sama di
hadapan hukum”. Hal ini bertujuan guna menjaga konsistensi pada
memberikan perlindungan bagi warga negara, apapun sifat kejahatan
dilakukan, baik pelanggaran HAM berat maupun kejahatan konvensional.
Kompensasi diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UUPSK
2014, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8
Tahun 2014, serta PP Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan tersebut bagai jaminan negara pada perlindungan hak-hak
korban kejahatan meski tertentu. Selain itu, bentuk kompensasi non moneter
dijanjikan bagi negara melalui peraturan perundang-undangan tanpa jelas nilai
moneternya. Hal ini menimbulkan inkonsistensi ketika dihadapkan pada
situasi dimana penilaian terhadap klasifikasi korban berhak memperoleh
kompensasi berkaitan dengan korban pelanggaran HAM berat. Kompensasi
jadi wujud nyata negara pada menjaga hak warga negaranya menjadi korban
kejahatan (Yulia 2018).

Lebih lanjut menurut Katsoris (2016) ada dua (2) argumentasi tentang
korban berhak memperoleh kompensasi dari negara.

“ Pertama bermakna kompensasi berdasarkan pada prinsip keadilan serta
solidaritas sosial. Teori ini meyakinkan bahwasanya korban kejahatan
sebenarnya jadi korban masyarakat harus memperoleh kompensasi dari
masyarakat mengenai kerugian diderita. Pada arti lebih luas, teori ini
menyatakan bahwasanya pemerintah memiliki tanggung jawab pada
memberikan kompensasi bagi korban karena lembaga penegak hukum
gagal mencegah kejahatan. Kedua bermakna sumber kompensasi lain
terbukti tanpa memadai pada memberikan kompensasi penuh bagi
korban tersebut.

Yulia (2018) kemudian menlanjutkan penjelasannya, “Terhadap

pembiayaan serta perhitungan keuangan terkait kompensasi, LPSK bagai

lembaga menangani masalah restitusi serta kompensasi bertanggung jawab
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serta menjamin perlindungan negara terhadap warga negaranya dengan

berkordinasi Kementerian Keuangan bertanggung jawab melaksanakannya

sesuai dengan Pasal 2 UUPSK 2014. Hak kompensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan bagi saksi serta / ataupun korban kejahatan pada kasus
tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”.

Dalam Muladi dan Arif (2020), “perlindungan hukum terhadap korban
kejahatan dibutuhkan argumen kontrak sosial serta pun argumen solidaritas
sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan bahwasanya negara mempunyai
monopoli atas reaksi sosial terhadap kejahatan serta melarang tindakan swasta.
maka, bila terjadi kejahatan serta korban terkena dampaknya, negara pun
bertanggung jawab guna memenuhi kebutuhan korban”.

Pada konteks kepastian hukum pada upaya penyelesaian ganti rugi bagi
korban tindak pidana, masih belum jelas bentuk ganti rugi non-moneter
(natura) sesuai. Bagi karena itu, perlu ada kepastian mengenai jenis
kompensasi akan diberikan pemerintah melalui LPSK. Bila ganti rugi berupa
uang, menurut peneliti, hendaknya dibakukan berdasarkan tingkat kerugian
ataupun kelayakannya, sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1) LPSK
menentukan kelayakan bantuan saksi serta/ataupun korban. Hal ini tanpa
hanya terbatas pada kasus-kasus HAM berat namun pun berlaku pada kasus-
kasus lain memenubhi syarat diserahkan bagi korban ke LPSK. Dalam Raharjo
(2019), “UUD 1945 telah menyatakan, “setiap warga negara Republik
Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian
hukum adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum”. Kepastian hukum
harus mempunyai kredibilitas baik dari aspek formal (prosedur benar) maupun
aspek substansial (isi benar) agar bisa dirasakan bagi masyarakat. Dengan
demikian, kepastian hukum harus mempunyai dampak keadilan diharapkan,
serta guna itu perlu dilengkapi serta dikaji ulang agar hukum tercipta dari
kepastian tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya korban
kejahatan pada hal penyelesaian ganti kerugian”.

Perlindungan Saksi Serta Korban Tindak Pidana Menurut Cara Pandang

Kepolisian pada proses Penyidikan
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Propinsi Sulawesi Utara jadi daerah belum memiliki LPSK. Ketiadaan
LPSK tanpa arti bahwasanya saksi serta korban tak bisa perlindungan hukuk.
LPSK bukanlah satu-satunya lembaga pelindung hukum bagi saksi serta
korban. Pada Pasal 13 UU Kepolisian 2002, tugas serta wewenang Kepolisian
guna memberikan perlindungan serta mengayomi masyarakat. “a.Memelihara
keamanan serta ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberikan
perlindungan, pengayoman,serta pelayanan bagi masyarakat”. Saksi serta
korban jadi bagian dari masyarakat. Guna itu, Kepolisian wajib serta
berwenang melindungi mereka terlebih lagi bila LPSK tanpa ada di daerah
tersebut.

Ketentuan hukum demikian dikuatkan dengan UUPSK 2006 dan 2014.
Perlindungan hak-hak saksi serta korban sudah menjadi unsur mutlak
dilakukan Polri pada penegakan hukum. Peraturan turunannya dari LPSK
maupun Kepolisian telah mendukungnya, seperti yang diutarakan oleh
Darmono (2015), “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip serta Standar Hak Asasi Manusia (HAM) pada
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan
Bersama Menteri Hukum Serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi Serta Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-
11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun
2011, Nomor: KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor serta Saksi Pelaku bekerjasama”.
Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana pada Perundang-Undangan
Indonesia.

Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari
kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut bagai The Guardian of
Constitution, maka hukum pidana pada hubungannya dengan kejahatan layak
disebut bagai The Guardian of Security berusaha memberikan jaminan agar
masyarakat tanpa menjadi korban kejahatan (Marwan 2022). Hukum pidana

tanpa hanya memberi perlindungan bagi masyarakat, tetapi pun individu serta
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perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan serta keserasian (Ali 2014).

Maka, hukum pidana bisa diartikan, “Cara bertindak ataupun kebijakan dari

negara ataupun pemerintah guna menggunakan hukum pidana pada

pencapaian tujuan tertentu, terutama pada menanggulangi kejahatan”
(Johnson 2024).

Pada KUHAP ada sejumlah pasal melindungi korban, yaitu Pasal 98
sampai dengan Pasal 101 yang berkaitan dengan hak korban tindak pidana
pada ganti rugi. Tata cara korban guna memperoleh ganti rugi jadi gabungan
antara perkara perdata serta perkara pidana. KUHAP sedang memberi
prosedur hukum bagi seorang ataupun sejumlah korban tindak pidana guna
menggugat ganti rugi bercorak perdata terhadap terdakwa saat pemeriksaan
perkara pidana itu sedang berlangsung sehingga penggabungan pemeriksaan
serta putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus bermakna
sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud pada KUHAP (Soeparmono
2014). Sementara, KUHAP pun mengatur tentang saksi dan korban lainnya
tanpa kecukupan dalam perlindungan hukum bila dibanding dengan hak-hak
tersangka ataupun terdakwa (Pangaribuan 2017).

Faktor -faktor penghambat perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua yaitu (Fatoni 2015;

Takariawan 2014);

“1) Perlindungan Hukum Preventif. ataupun Perlindungan diberikan
bagi pemerintah dengan tujuan guna mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini ada pada peraturan perundang-undangan dengan
maksud guna mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-
rambu ataupun batasan-batasan pada melakukan suatu kewajiban. 2)
Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif jadi
perlindungan akhir berupa sanksi seperi denda, penjara, serta hukuman
tambahan diberikan apabila sudah terjadi sengketa ataupun telah
dilakukan suatu pelanggaran”.

Pada pengertian tersebut, aparat membutuhkan bantuan masyarakat

ketika tindak pidana terjadi. Perlindungan bagi saksi dan koban tindak pidana
masih terus diabaikan karena ada pembiaran dari masyarakat tanpa pelaporan
ke aparat penegak hukum. Padahal disini peran mereka sangat penting serta

diperlukan unuk menegakkan hukum yang melindungi semua pihak.
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Kepolisian tak semata berperan penting melainkan peran serta partisipasi
masyarakat pun tak kalah (Rahardjo 2020).

Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti
produk hukum dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum
masyarakat dianggap tanpa sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun
pembentukan hukum didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan
validasi berlakunya hukum pada masyarakat serta efektifitasnya ataupun
menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi ataupun tanpa
pada masyarakat. Selanjutnya Natalia (Natalia 2014) mengamini pendapat
Raharjo terntang partisipasi masyarakat dalam perlindungan hukum bagi saksi
dan korban. Ia meyakinkan bahwasanya perlindungan hukum bermakna,
“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) dirugikan
orang lain serta perlindungan itu diberikan bagi masyarakat agar bisa
menikmati semua hak-hak diberikan bagi hukum”.

Akibat dari faktor penghambat dari partisipasi masyarakat, kerja
Kepolisian guna memberikan perlindungan bagi Saksi serta Korban berjalan
lambat. Faktor penghambat lain juga dialami kepolisian Resort Kabupaten
Minahasa pada melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban ada
sejumlah. Dari wawancara bisa diketahuai faktor penghambat internal dalam
Kepolisian Kabupaten. “1) Kurangnya personil/sumber daya manusia
lembaga (SDM) pada menyelesaikan kasus perlindungan saksi serta korban. 2)
korban tanpa memberikan keterangan secara terus terang serta selalu berubah
karena korban biasa takut sehingga membingungkan pada proses penyelidikan.
3) Pada pengumpulan bukti-bukti contoh karena kasus pelecehan seksual tanpa
ada saksi lain selain korban sendiri sehingga tanpa jarang mengalami kendala
seperti mengumpulkan bukti-bukti permulaan cukup. 4) Saksi tanpa mau
datang pada pemeriksaan”. Hasil Wawancara dengan salah seorang penyidik
di Polres Minahasa Utara (Staf 6 Juni 20024), “saksi jadi orang awam tanpa
mengetahui tentang hukum biasanya menolak guna melakukan proses
penyidikan serta saat persidangan, alasannya bermakna mereka takut bila
ditanyai sesuatu, takut masuk penjara, selain rasa takut dimiliki saksi alasan

lainnya saksi tanpa mau berurusan dengan aparat penegak hukum.
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Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa diketahui bahwasanya masih rendahnya
kesadaran saksi pada proses penyidikan”.

Faktor eksternal karena berasal diluar Kepolisian Resort kabupaten
Minahasa. “1) Kurang Pengawasan Internal (keluarga) Sehingga pelaku tanpa
arah, mereka tanpa mempunyai pergaulan pada masyarakat tanpa bekerja.
serta akibat bisa melakukan perbuatan pidana seperti tindak pidana. 2) Faktor
Lingkungan sosial ataupun tempat tinggal seseorang (tempat
hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh pada membentuk tingkah,
bila orang tersebut berada pada lingkungan sosial baik maka akan membentuk
sikap sosial baik pada orang tersebut, namun bila tempat tinggal orang tersebut
berada pada lingkungan kurang baik (criminal) maka tanpa menutup
kemungkinan sifat dominan orang tersebut bermakna tanpa baik, olehnya itu
pengaruh sosialisasi seseorang tanpa akan lepas dari pengaruh lingkungan” (H.
R. 2020; Johar dan Haq 2016; Maulida dan Tarmizi 2019).

Selain itu, perlindungan hukum terhambat terhadap pengetahuan
masyarakat tentangnya. Dalam wawancara (Staf 2024a, 2024b) terungkap,
Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait
dengan korban menyebabkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak anak
serta kurangnya perlindungan terhadap korban serta kurangnya kepedulian
masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Sosialisasi peraturan perundang-
undangan terkait perlindungan korban harus terus dilakukan bagi masyarakat
agar bisa mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak anak”.

Penegakan Hukum yang progresif tetap berpegang kepada manusianya
dimana pengetahuan yan cukup dalam memaknainya menjadi unsur penting
agar hukum bisa ditegakkan secara adil dan merakyat (Julranda, Siagian, dan
Zalukhu 2022). Raharjo mengungkap, “Apa yang dikatakan dan dijanjikan
oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-
orang tersebut” (Raharjo 2019). Pengetahuan dalam memaknai hukum bisa
saja berbeda namun Melalui sosialisasi berkelanjutan bisa mengurangi
kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran. Goesniadhie dalam Al Arif
(2019) mendukung Raharjo karena ia memastikan bahwa bahwa hukum yang

baik akan selalu berakomodasi dan berbagi keadilan dengan mereka yang
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diatur dengan hukum itu. Pengetahuan tentang perlindaungan hukum tak bisa

lepas dari paradigma yang sama agar berhasil menjalankan tugasnya.

Penutup

Kewajiban negara pada perlindungan saksi serta korban melalui
lembaga LPSK hanya berlaku terhadap kejahatan HAM berat, semisal
terorisme, korban perdagangan manusia, korban penyiksaan, korban kekerasan
seksual, serta korban penganiayaan berat. Karena itu penempatan LPSK di
daerah-daerah sangatlah minim dan harus diambil alih dengan kepolisian.
Ketidakpastian itu pun terkait dengan kompensasi bagi saksi dan korban yang
seharusnya diserahkan Melalui LPSK. Bentuk kompensasi pada kasus HAM
serta terorisme bisa berupa kompensasi non moneter ataupun natura tanpa
uang. Hal ini menambah ambiguitas aturan mengenai kompensasi natura
diberikan bagi korban kejahatan pidana lainnya. Ketidakpastian itu pun nyata
pada pengukuran besaran ganti rugi tanpa penejalsaan dalam perundangan.
Padahal keterlaksanaannya sudah dijamin melaui UUPSK 2006 dan 2014
didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Maka disarankan bagi bentuk konpensasi tanpa menyulitkan LPSK
pada pemberian bantuan dan kompensasi bagi saksi dan korban. Disarankan
untuk wewenang tersebut diambil alih bagi Kepolisian dalam aturan yang lebih
jelas dan spesifik. Perlindungan terhadap Saksi Pelaku ataupun Justice
Collaborator (JC) yang bersedia bekerja sama dalam pengungkapan tindak

pidana perlu mendapat perhatian dalam penelitian lanjutan.
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